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ABSTRAKSI 

 

 

Judul penulisan tesis ini adalah Politik Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa. Penulisan ini dilakukan untuk 

menjawab 2 (dua) permasalahan, yaitu Bagaimana keberadaan ius constitutum 

yang terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana 

hukum pidana, dan  bagaimana kebijakan formulatif terhadap upaya 

penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dalam ius constituendum. Untuk 

menjawab permasalah tersebut dilakukan dengan penelitian normatif, maka 

sumber data penelitian ini adalah sekunder. Setelah dilakukan penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu keberadaan ius constitutum yang 

terkait dengan penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum 

pidana dapat diterapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Metode 

penafsiran dapat digunakan oleh hakim untuk menerapkan aturan yang sesuai 

terhadap pelaku kejahatan penyedotan pulsa. Dalam menerapkan peraturan 

perundang-undangan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan penyedotan pulsa, 

tidak hanya mengedepankan pada aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan 

dan kemanfaatan harus diberikan terhadap pelaku maupun korban. Metode 

penafsiran tidak hanya mengarah pada aturan yang terdapat didalam Undang-

Undang, tetapi lebih mengarah pada aspek keadilan dan kemanfaatan, sehingga 

penerapan aturan yang digunakan dapat membawa manfaat bagi pelaku, korban 

dan masyarakat. Keadilan merupakan pilar yang utama karena penerapan hukum 

yang adil, maka aspek kepastian dan kemanfaatan telah tercakup didalamnya. 

Konsep formulasi hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan penyedotan 

pulsa, maka hukum pidana Indonesia dapat memodifikasi peraturan perundang-

undangan yang telah ada, dengan kejahatan berbasis handphone. Konsep hukum 

pidana saat ini, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang 

mempengaruhi tindak kejahatan, maka aturan hukum pidana yang sudah ada juga 

dapat dimodifikasi berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP, RUU 

ITE, maupun RUU Perlindungan Konsumen). Peraturan perundang-undangan 

dapat dimodifikasi dengan merancang rumusan perbuatan dan sanksi yang sesuai 

dengan bentuk-bentuk dan karakteristik kejahatan penyedotan pulsa. 

 

Kata kunci: Politik hukum, penanggulangan, penyedotan pulsa, cybercrime 
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ABSTRACT 

 

 

 

The title of this thesis is the Politics of Criminal Law in Combating 

Crime Suction Pulses. The purpose of this thesis is to answer about two issues. 

First, about how the existence of ius constitutum related to crime prevention 

suction pulses by means of criminal law. Second, how policies formulatif against 

the efforts of crime prevention suction pulse in ius constituendum. These 

problems are answered by normative research, so the data source of this research 

is secondary. After doing this research and discussed about it, so writer can 

conclude that the existence of ius constitutum is related to crime prevention by 

means of suction pulses criminal law, can be applied to various laws and 

regulations. Interpretation methods that can be used by the judges to apply the 

appropriate rules against offenders suction pulse. In applying the legislation 

corresponding to the suction pulses offenders, not only emphasizes on the aspects 

of legal certainty, but also justice and expediency should be given to the offender 

and the victim. The method of interpretation not only lead to the rules contained in 

the constitutions, but it more directed to the aspects of justice and expediency. So, 

the application of the rules that are used can also bring benefits to the perpetrator, 

the victim and the community. Justice is the main pillar for a fair application of 

the law, then the rigidity and benefits have been included therein. Formulation 

concepts of criminal law in anticipation of crime suction pulses, then the 

Indonesian’s criminal law can modify the legislation that has been there, with 

mobile phone-based crimes. The concept of criminal law at this time, although not 

in accordance with the technological developments that affect crime, then the 

rules of the existing criminal law can also be modified form of the Bill (Draft Bill, 

Bill ITE, as well as the Consumer Protection Bill). Legislation can be modified by 

designing the formulation acts and penalties in accordance with the forms and 

characteristics of crime suction pulse. 

 

Keyword: Legal policy, combating, suction pulse, cybercrime 
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